
BUPATITAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITAPIN
NOMOR12 TAHUN2018

TENTANG

SISTEM LAYANANRUJUKANTERPADU
PERLINDUNGANSOSIALDANPENANGGULANGANKEMISKINAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITAPIN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka membantu

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat

miskin dan rentan terhadap program-program

perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah,

serta mengidentifikasi keluhan masyarakat

miskin dan rentan secara efektif dan efesien

serta terkoordinasi, maka dipandang perlu

membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu

Perlindungan Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan di Kabupaten Tapin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Tapin;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756); /t\
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2004-

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2009

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5601);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2012

tentang PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor68, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5294);
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5423);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor6041);

14.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupateri/Kota;
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17.Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan

Sosial Nomor 577/DYS.3/KPTS/10/2016
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem

Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan;

18.Keputusan Menteri Sosial Nomor
195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat

Kesejahteraan
Sosial dan
Tahun 2016;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Sosial Untuk Perlindungan
Penanggulangan Kemiskinan

Susunan Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor38 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata
KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN TENTANG SISTEMBUPATI
LAYANANRUJUKANTERPADUPERLINDUNGAN
SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yangmenjadiKewenanganDaerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadiKewenanganDaerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
PengembanganKabupaten Tapin.

6. Perlindungan Sosial adalah sernua upaya yang diarahkan untuk

rnencegahdan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial.

7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan
masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. KelompokMasyarakat Miskinadalah orang-orangyang berada di

bawah garis kemiskinan Nasional.
9. KelompokRentan adalah orang-orangyang memilki status sosial

ekonomi 40% (empat puluh persen) terbawah berdasarkan Data

Terpadu (DaftarPenerimaManfaat).
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10.Sistem Layanan Rujukan Terpadu Perlindungan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat SLRT

adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi

kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan prom

dalam daftar penerima manfaat dengan menghubungkan
terhadap program-program perlindungan sosial dan
penaggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah

sesuai dengan kebutuhan, serta membantu mengidentifikasi
keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan
memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa
keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

11.Pusat Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat Puskesos
adalah sistem pelayanan yang membantu mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan
dan memantau penanganan keluhan melalui program-program

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang

dilakukan oleh PemerintahKelurahanjDesa.

BABII
SISTEMLAYANANRUJUKANTERPADU

BagianKesatu

Pembentukan
Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan Rujukan

Terpadu Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Tapin,yang selanjutnya disebut "SLRTSAPANTUN".

BagianKedua

Asas
Pasal3

PenyelenggaraanSLRTSAPANTUNberdasarkan asas:
a. legal, yakni mengacu pada landasan peraturan perundang

undangan maupun kebijakanyang sah;
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b. responsif, yakni mampu memberikan infonnasi, rujukan dan
layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan

kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah

ditetapkan;

c. transparan, yakn memberikan infonnasi tentang kepesertaan
program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang
dilakukan oleh pernangku kepentingan terkait, dapat diakses

oleh semua pihak secara real time (waktuyang sebenarnya , saat
dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan;
d. partisipatif, yakni melibatkan semua pihak terkait termasuk

Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa serta masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan SLRT;
e. kesetaraan gender, yakni layanan sosial yang memberikan

manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan

rentan, baik laki-lakimaupun perempuan;

f. akuntabel, yakni proses pengelolaan informasi dan pengaduan
serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada
semua pihak dan masyarakat;

g. obyektif, yakni membantu memberikan dan memvalidasi data

kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/ keluarga
miskin/rentan yang sebenarnya; dan

h. berkelanjutan, yakni dilaksanakan secara berkesinambungan
oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai

jenjang.

BagianKetiga
Tujuan
Pasal4

Pembentukan SLRTSAPANTUNbertujuan meningkatkan efektivitas
dan efesiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi

kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan, diantaranya untuk:
a. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan

terhadap multi-program/Iayanan;
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b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan
paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya
terhadap program-program perlindungan sosial dan

penaggulangankemiskinan;
c. meningkatakan integerasi berbagai layanan sosial di Daerah

sehinggafungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam

pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan
berkala serta pemanfaatannya untuk program-program
perlindungan sosial di Daerah;

e. memberdayakanmasyarakat untuk lebihmemahamihak-haknya

terkait layanan dan program perlindungan sosial dan
penanggulangankemiskinan;

f. meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam
mengkoordinasi program perlindungan sosial dan

penanggulangankemiskinan; dan
g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan

penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan

rentan.

BagianKeempat
RuangLingkup

Pasal5

Ruang lingkupkelompoksasaran utama SLRTSAPANTUNmeliputi:

a. kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga,
keluarga, dan individu);dan

b. kelompokmasyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk

penyandang disabilitas, perempuari/anak terlantar, lanjut usia,
masyarakat adat terpencil, dan lain-lain.
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BagianKelima

Fungsi
Pasal6

SLRTSAPANTUNberfungsi sebagai:
a. integrasi layanan dan informasi, yakni membantu

mengintegerasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan

Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga fungsi layanannya

menjadi lebih komperhensif,responsif, dan berkesinambungan;
b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, yakni

mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat
kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program

perlindungan sosial dan penanggulangan kerniskinan;
c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, yakni

menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di
Tingkat Pusat maupun Daerah dan mencatat kepesertaan rumah

tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program-program
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada;

d. pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis, yakni
membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat

secara dinamis dan berkelanjutan di Daerah; dan
e. sarana bagi masyarakat untuk mengakses program layanan

sosial secara mandiri yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat
masyarakat.

BagianKeenam
Pelaksana
Pasal 7

Pelaksana SLRTSAPANTUNterdiri dari:

a. Tim KoordinasiSLRT;
b. Sekretariat Teknis SLRT;
c. PenyelenggaraSLRT;
d. Unsur Perangkat Daerah terkait;
e. Unsur Kecamatan;dan

f. Unsur Keluraharr/Desa.
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Paragraf 1

TimKoordinasiSLRT

Pasal8

(1) Tim Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan
KemiskinanDaerah.

(2) Tim Koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. menyebarluaskan SLRT di tingkat Kabupaten hingga

KelurahanJDesa;
b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis guna

menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRTterkait
program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan
sosial dibawah kewenangan Perangkat Daerah teknis;

c. berkoordinasi dengan Bappelitbang, dan Perangkat Daerah

teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat
Teknis SLRTuntuk perencanaan dan penganggaran program
program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan daerah;

d. membantu Sekretariat Teknis SLRT dalam menggalang
kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak

Swasta (Corporate Social Responsibility) dalam upaya
penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta

terwujudnya SLRTyang efesien dan efektif;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan

SLRTtermasuk melalui Puskesos di tingkat KelurahanJDesa;
dan

f. mendukung proses pembelajaran antar Kecamatan dan

Desa/Kelurahan dalam Daerah.
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Paragraf2
SekretariatTeknisSLRT

Pasal9

(1) Sekretariat Teknis SLRTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b terdiri dari:
a. Sekretaris SLRT;

b. SubbagianTata Usaha;

c. SeksiData dan Pelaporan;
d. SeksiKesehatan;
e. SeksiPendidikan;dan
f. SeksiSosialdan Ekonomi.

(2) Sekretariat Teknis SLRTsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan denganKeputusanBupati.

(3) Sekretariat Teknis SLRTsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRTdi Daerah dengan

tugas sebagaiberikut:
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan

SLRTKabupatendan kecamatan;
b. melakukan pengumpulandan review data;

c. merekrut dan mengelolafasilitatordan supervisor;

d. merekrut dan melatih Tim Survei sesuai kebutuhan,
bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti Badan Pusat
Statistik di TingkatPusat maupun Daerah;

e. melakukan entry data di Tingkat Daerah, berdasarkan data

yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh
supervisor;

f. melakukan pemeringkatan calon peneruna manfaat untuk
kebutuhan ProgramDaerah;

g. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan
program kepada pengelo1a program terkait, baik Pusat
maupun Daerah;

h. mengecek dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin

dan rentan yang disampaikan kepada Pengelola Program
terkait;
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1. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator

dalam bentuk Dashboard yang berisi: ringkasan usulan
pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat,
akses Program Pusat dan Daerah, komplementaritas dan
msan program, dan kesenjangan pelayanan di Daerah.

Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan

penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan di Daerah;
j. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga

Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (Corporate Social
Responsibility) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan
perlindungan sosial serta terwujudnya SLRTyang efisiendan

efektif;
k. melakukan monitoring terhadap Puskesos di Tingkat

Desa/Kelurahan dengan melibatkan Kecamatan;dan

1. menyusun Laporan Kegiatan SLRT Kabupaten untuk
disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait
lainnya di Daerah.

Paragraf 3

PenyelenggaraSLRT
Pasal10

(1) PenyelenggaraSLRTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

c terdiri dari:
a. technical assistant;
b. manager;
c. supervisor;
d. j(asilitator;

e. back office; dan
f. front office.
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(2) Rekrutmen, seleksi dan penempatan Penyelenggara SLRT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman

pada ketentuan rekrutmen, seleksi dan penempatan
Penyelenggara SLRT dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pemberdayaan Sosial Nomor577/DYS.3/KPTS/10/2016 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan.

(3) Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara SLRT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. technical assistant, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. memastikan proses dan mekanisme pe1aksanaan SLRTdi

Daerah;
2. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan

kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan
keluhan, rujukan dan penanganan keluhan warga miskin
dan rentan melalui SLRTberjalan dengan baik;

3. memastikan kelembagaanSLRTdi TingkatKabupaten dan

kelembagaan Puskesos di Tingkat Keluraharr/Desa
terbangun dan berjalan sesuai fungsinya;

4. mendorong koordinasi antara Perangkat Daerah terkait

(Bapelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll}

dengan SLRT;
5. memastikan pelaksanaan SLRTmasuk dalam Dokumen

Perencanaan Tahunan (RKPD)dan Perencanaan Lima

Tahunan (RPJMD}di Daerah;

6. memastikan adanya dukungan AnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah secara eksplisit (rind tertulis) untuk
pe1aksanaanSLRTdi Daerah;

7. mendorong lahirnya RegulasiDaerah untuk perlindungan

sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
8. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan

monitoringdan evaluasi pelaksanaan SLRT;
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9. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan

pe1aksanaan SLRTdi Daerah; dan
10.melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan

Pelaksanaan SLRTdari Kementrian Sosial dan Sekretariat

Nasional SLRT;
b. manager, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. mengkoordinasi perencanaan dan sosialisasi SLRT di
Daerah;

2. mengkoordinasi pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis

Daerah termasuk:
a) pengelolaan supervisor dan fasilitator;
b) rujukan keluhan kepada Pengelola Program terkait
baik Pusat maupun Daerah; dan

c) analisis hasil pengumpulan data;

3. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
4. me1akukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk
Pemerintah Provinsidan stakholder terkait di Daerah;

5. mene1aahdan merekomendasikan:

a) pembaharuan data penduduk;
b) survey penambahan data penduduk;
c) penambahan kebutuhan program;

d) mengelola katalog program dan kriteria penerima

manfaat; dan

e) melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan
dan program kepada Pengelola Program terkait baik
Pusat maupun Daerah dalan kapasitasnya sebagai

SLRT.
c. supervisor, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat
masyarakat;

2. review perubahan data penduduk;
3. review penambahan data penduduk;
4. review penambahan data kebutuhan program;
5. review pendataan keluhan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer;
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d. fasiliiator; mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. melakukan penjangkauan dan pendarnpingan terhadap

masyarakat;

2. pencarian data penduduk;
3. verifikasidan pencatatan perubahan data penduduk;

4. pendataan data partisipasi program;
5. pendataan kebutuhan program;
6. pendataan keluhan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehManajer;

e. back office, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. menerima keluhan wargayang telah diperiksa oleh Bagian

front office;
2. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang

diterima;
3. melakukan penangan keluhan wargayang dapat ditangani

di Sekretariat SLRT;
4. atas persetujuan Manajer, melakukan rujukan keluhan

warga yang tidak dapat ditangani di Sekertariat SLRT
kepada PengelolaProgramterkait di Daerah, Provinsi,dan

Pusat serta program yang dikelola Pihak NonPemerintah;
dan

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehManajer;

f. front office, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah
dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;

2. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di

SLRTserta menyampaikanmekanisme penangan keluhan;
3. memberikan informasi tentang program-program

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik
yang berasal dari Pusat (ProgramNasional),Provinsi dan

Kabupaten serta layanan dan program yang dikelola oleh

PihakNonPemerintah;
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4. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak

dalam Basis Data SLRT;

a) apabila ada di dalam Basis Data, kemudian memeriksa

dan menganalisis serta meneruskan ke Bagian Back
Office sesuai dengan jenis kebutuhan; atau

b) apabila tidak ada dalam Basis Data, Bagian Front
Office mencatat profil dasar warga dan mengusulkan

yang bersangkutan apakah layak atau tidak

dimasukkan kedalam Basis Data (Daftar Penerima

Layanan);

5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Manajer.

Paragraf4

Unsur Perangkat Daerah Terkait

Pasa111

(1) Unsur Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d terdiri dari Perangkat Daerah terkait anggota dari

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

(2) Unsur Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan

Sekretariat Teknis SLRT serta merespon dan menindaklanjuti

usulan dan keluhan program perlindungan sosial di bawah

kewenangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat

Daerah terkait.

Paragraf 5

Unsur Kecamatan

Pasal12

Unsur Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e

berperan dalam pelaksanaan sosialisasi, peningkatan kapasitas,

pembelajaran antar KelurahanjDesa dan monitoring Puskesos, serta

memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggara SLRT

dan Puskesos dan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor.
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Paragraf6

Unsur Keluraharr/Desa
Pasal13

(1) Unsur Keluraharr/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf f bertindak sebagai Sekretariat Puskesos dan menyediakan

kontribusi berupa fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran

untuk pelaksanaan Puskesos.

(2) Unsur Keluraharr/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. TimPelaksana Puskesos; dan
b. LembagaTeknis Kelurahari/Desa.

Pasal14

(1) Tim Pelaksana Puskesos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2)huruf a terdiri dari:

a. KoordinatorTim,yang berasal dari Unsur Pemerintah Desa;
b. Seksi Data, Informasi dan Rujukan, diutamakan yang berasal

dari unsur potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan
c. Seksi Layanan dan Penanganan Keluhan (Pendidikan,

Kesehatan, Sosial Ekonomidan layanan lainnya), diutamakan

yang berasal dari unsur potensi dan sumber kesejahteraan

sosial.
(2) Tugas dan tanggungjawab TimPelaksana Puskesos sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan
Puskesos;

b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima
manfaat di tingkat Kelurahari/Desa;

c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan ke dalam
Sistem Aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRTdi
Tingkat Kabupaten;
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d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk

miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesos;

e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan

kepada Pengelola Program/Layanan Sosial di Keluraharr/Desa
atau di Kabupaten melalui SLRT;

f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga

Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (Corporate Social

Responsibility) diKelurahanjDesa; dan

g. menyusun Laporan Kegiatan Puskesos untuk disampaikan

kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di

Daerah melalui SLRTKabupaten.

(3) Tim Pelaksana Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah,

Pasal 15

Lembaga Teknis Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk merespon dan

menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh

Puskesos atau Fasilitator SLRTdi Tingkat Keluraharr/Deea.

BABIII

PROSES PENANGANANKELUHAN

Pasal16

Proses penanganan keluhan di SLRT SAPANTUNadalah sebagai

berikut:

a. individuj'keluargayrumah tangga miskin mendatangi Kantor

Puskesos di Keluraharr/Desa atau SLRT di Kabupaten

menyampaikan keluhan dan permasalahannya, atau

individu/keluarga/rumah tangga miskin dikunjungi oleh

Fasilitator SLRTdi rumahnya;
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b. keluhan dan permasalahan diterima oleh Front Office di bagian

Informasi dan Registrasi serta diteruskan ke bagian Review dan
Analisis atau keluhan dan permasalahan dicatat dan dianalisis

oleh Fasilitator menggunakan Sistem Aplikasi SLRT dan

diteruskan ke SLRTKabupaten setelah diperiksa dan disetujui
oleh Supervisor,
1. jika tidak ada di dalam daftar penerima manfaat maka

diusulkan untuk dimasukkan kedalam daftar penerima

manfaat setelah melalui verifikasi dan validasi; dan
2. jika ada di dalam daftar penerima manfaat maka keluhan

atau permasalahannya dikaji dan dipetakan, untuk

diteruskan ke Bagian Program dan Layanan (Back Office)
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan
program;

c. individu/keluarga/rumah tangga diperiksa statusnya dalam

daftar penerima manfaat oleh Bagian Review dan Analisis;
d. bagian program dan layanan memberikan informasi lebih detail

tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses
lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan program. Jika keluhan dan

program yang dibutuhkan individuykeluargayrumah tangga tidak
bisa ditangani langsung oleh SLRT,maka diteruskan ke Pengelola
Program terkait di Kabupaten (Perangkat Daerah atau Non
Pemerintah], Provinsi atau Pusat; dan

e. [asilitator SLRT akan menginformasikan kepada

individuykeluargay rumah tangga tentang status keluhannya.

BABIV

MONITORINGDANEVALUASI
Pasal17

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SLRT dilaksanakan
olehTimMonitoringdan Evaluasi SLRT.

(2) Tim Monitoringdan Evaluasi SLRTsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait anggota dari Tim
KoordinasiPenanggulangan KemiskinanDaerah.

(3) TimMonitoringdan Evaluasi SLRTsebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (" ~
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Pasal 18
(1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) dilaksanakan setiap

triwulan, semester dan tahunan.
(2) Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman sesuai Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh

Sekretariat NasionalSLRT.

BABV

PEMBIAYAAN
Pasal19

(1) PenyelenggaraanSLRTdibebankan pada:
a. AnggaranPendapatan dan BelanjaNegara;

b. AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah; dan
c. AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa.

(2) Pembiayaan Penyelenggaraan SLRT melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berpedoman sesuai Petunjuk Teknis SLRTdari

KementerianSosialRepublikIndonesia.

(3) Pembiayaan Penyelenggaraan SLRT melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dimanfaatkan untuk:

a. operasional Puskesos;
b. koordinasi penyelenggaraanSLRT;

c. pemeliharaan peralatan di Puskesos;
d. peningkatan Sumber Daya Manusia Penye1enggaraPuskesos;

dan

e. komponen lain sesuai ketentuan yang berlaku.

.. L

t'~
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BABVI

KETENTUANPENUTUP
Pasa120

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah

Kabupaten Tapin.
,

~.

Ditetapkan di Rantau

padatanggal 2018

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 14 M'ei 20 18

ARISDAERAHKABUPATENTAPIN,

/? GUSTISYAHYAR

BERITADAERAHKABUPATENTAPINTAHUN2018 NOMOR 12


